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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Politik Identitas 

 

 

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas 

tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini 

merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita 

akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan 

berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan 

memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. 

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik 

identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik 

mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan 

tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun 

penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan 

pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di 

Wina pada 1994 (Abdilah, 2002: 16). 
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Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang 

persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya 

identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas 

(Widayanti, 2009: 14). 

Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep 

identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan 

mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik 

yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. 

Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status 

yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. 

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua 

kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan 

seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan 

(citizenship)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau 

interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di 

dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of bellonging) 

dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan 

(sense of otherness) (Setyaningrum, 2005: 19). 

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan “politik 

identitas” (politica of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang 

menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas 

politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme 
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politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas 

sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19). 

Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai 

karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. 

Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang 

menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan 

mereka (Widayanti, 2009: 13). Ini adalah definisi umum yang sederhana 

mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya 

mengenai politik identitas. 

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari „sense 

(rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas‟. Dari pernyataan tersebut, maka 

ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang 

memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang 

bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau 

sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik 

identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh 

kategori-kategori pembeda (categories of difference) (Setyaningrum, 2005: 

26). 

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas 

merupakan karekteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan 

orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. 

Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. 
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Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi 

seseorang. 

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: 

1. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. 

2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari 

proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-

ikatan kultural dalam masyarakat. 

3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan 

untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan 

(Widayanti, 2009: 14-15). 

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, 

salah satunya yang terjadi dalam serial film Upin dan Ipin. Masing-masing 

individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan 

agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas 

kolektif. 

Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Malaysia 

yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk 

memperjuangkan identitas pribadinya. Disinilah terjadi persaingan antar 

individu dalam suatu komunitas yang ada dalam film Upin dan Ipin ini. Hal 

ini disebut sebagai politik identitas. 
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Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) 

mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam 

pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-

pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari 

kelompok-kelompok sosial tertentu (www.assignmentfilzaty.blogspot.com). 

Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi 

atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan 

dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi 

(keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini 

Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada 

kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada 

pengorganisasian. 

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan 

politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu 

kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap 

komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak 

bisa dipungkiri bahwa di dalamya terdapat berbagai macam individu yang 

memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. 

Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan 

unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama 

memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran 

kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk 
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mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut 

(www.desantara.or.id/politik-identitas-sebagai-modus-multikulturalisme). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu 

tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang 

memliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama 

untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas 

sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarjinalkan 

dari kelompok mayoritas. 

 

 

B. Multikulturalisme 

 

 

Masyarakat mengenal kata multikulturalisme sebagai sesuatu yang beraneka 

ragam. Terdapat tiga pengertian tentang multikulturalisme menurut Liliweri, 

yaitu : 

1. Multikulturalisme adalah konsep yang menjelaskan dua perbedaan dengan 

makna yang saling berkaitan. Pertama, multikulturalisme sebagai kondisi 

kemajemukan kebudayaan atau pluralisme budaya dari suatu masyarakat. 

Kondisi ini diasumsikan dapat membentuk sikap toleransi. Kedua, 

multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah pusat 

yang dirancang sedemikian rupa agar seluruh masyarakat dapat 

memberikan perhatian kepada kebudayaan dari semua kelompok etnik atau 

suku bangsa. Hal ini beralasan karena, bagaimanapun juga semua 

kelompok etnik atau suku bangsa telah memberi kontribusi bagi 

pembentukan dan pembangunan bangsa. 
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2. Sebagian besar negara, multikulturalisme merupakan konsep sosial yang 

diintroduksi ke dalam pemerintahan agar pemerintah dapat menjadikannya 

sebagai kebijakan pemerintah. Rasionalisasi masuknya multikulturalisme 

dalam perumusan kebijakan pemerintahan karena hanya pemerintah yang 

dianggap sangat representatif ditempatkan di atas kepentingan maupun 

praktik budaya dari semua kelompok etnik dari suatu bangsa. Akibatnya 

setiap kebijakan pemerintah diharapakn mampu mendorong lahirnya sikap 

apresiasif, toleransi, prinsip kesetaraan antara berbagai kelompok etnik 

termasuk kesetaraan bahasa, agama, maupun praktik budaya lainnya. 

3. Pendidikan multikulturalisme (multicultural education). Multikulturalisme 

merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keragaman latar 

belakang kebudayaan dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk 

membentuk sikap multikultural. Strategi ini sangat bermanfaat sekurang-

kurangnya dari sekolah sebagai lembaga pendidikan, dapat terbetuk 

pemahaman bersama atas konsep kebudayaan, keseimbangan dan 

demokrasi dalam artian luas (Liliweri, 2005:68). 

Perkembangan masyarakat yang modern belakangan ini menumbuhkan 

semangat para kaum minoritas untuk menuntut pengakuan atas identitas dan 

kebudayaan mereka yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan 

masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma 

dan kebudayaan yang berbeda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk 

dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, 

suku, etnis, ras, agama, dan budaya. 
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Penguatan dan pengembangan wawasan multikulturalisme diyakini bisa 

menjadi alternatif terhadap penguatan politik identitas. Sebab, dalam 

perspektif multikulturalisme, keragaman dan perbedaan tidak saja diakui, tapi 

juga dirayakan sebagai berkah kehidupan. Dalam menyelesaikan segala 

macam persoalan, multikulturalisme menawarkan dialog, keterbukaan, sikap 

toleran dan penolakan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Dalam hal 

ini, multikulturalisme adalah titik tolak bagi terciptanya perdamaian. 

Menurut Parekh dalam Munir, terdapat lima macam multikulturalisme, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Multikulturalisme isolasionis yang mengacu pada kehidupan masyarakat 

yang hidup dalam kelompok-kelompok kultural secara otonom. 

Keragaman diterima, namun masing-masing kelompok berusaha 

mempertahankan identitas dan budaya mereka secara terpisah dari 

masyarakat umum lainnya. 

2. Multikulturalisme akomodatif yaitu sebuah masyarakat plural yang 

memiliki kultur dominan, namun yang dominan juga memberikan ruang 

bagi kebutuhan kultur yang minoritas. Antara yang dominan dan minoritas 

saling hidup berdampingan, tidak saling menentang dan tidak saling 

menyerang. Jembatan akomodasi tersebut biasanya dengan merumuskan 

dan menerapkan hukum, undang-undang atau peraturan lainnya. 

3. Multikulturalisme otonomis, dalam masyarakat ini, setiap kelompok 

masyarakat kultur berusaha mewujudkan equality (kesetaraan) dengan 

budaya yang dominan serta berusaha mencapai kehidupan otonom dalam 

kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Tujuan akhir dari 

kelompok ini adalah setiap kelompok dapat tumbuh eksis sebagai mitra 

sejajar. 

4. Multikulturalisme kritikal dan interaktif. Dalam masyarakat ini 

mengutamakan upaya tercapainya kultur kolektif yang dapat menegaskan 

dan mencerminkan perspektif distingtif mereka. Dalam pelaksanaannya, 

biasanya terjadi pertentangan antara kelompok dominan dengan kelompok 

minoritas. 

5. Multikulturalisme kosmopolitan. Dalam masyarakat ini akan berusaha 

menghilangkan sama sekali batas-batas kultur sehingga setiap anggota 

secara individu maupun kelompok tidak lagi terikat oleh budaya tertentu. 

Kebebasan menjadi jagoan utama dalam keterlibatan dan eksperimen 

pengetahuan intelektual serta mengembangkan kehidupan kulturalnya 

masing-masing secara bebas (Munir, 2008: 110). 
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Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berbeda dalam kelompok 

sosial, budaya, dan suku. Meskipun berbeda kelompok sosial, budaya, dan 

sukunya, masyarakat multikultural sangat menjunjung tinggi perbedaan serta 

hak dan kewajiban dari setiap perbedaan yang ada. Masyarakat multikultural 

sangat memperjuangkan kesederajatan kelompok minoritas dan mayoritas 

baik secara hukum maupun sosial. 

Multikulturalisme adalah suatu gerakan pembacaan untuk penyadaran 

terhadap bentuk-bentuk penghargaan atas perbedaan yang di dalamnya politik 

identitas bisa lebih leluasa bermain (Abdilah S, 2002). Relevansinya dengan 

konteks Malaysia adalah bahwa Malaysia merupakan sebuah negara dengan 

masyarakat yang terdiri dari bergam suku, etnis, budaya, dan agama yang 

berbeda yang ingin disatukan menjadi satu kesatuan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan jika 

multikulturalisme menurut peneliti adalah keanekaragaman masyarakat yang 

terdiri dari berbagai kelompok sosial, budaya, etnis dan agama yang berbeda 

yang harus dijunjung tinggi serta diperlakukan sama di dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun di dalam pemerintahan. 

Masyarakat multikultural tidak bedanya dengan masyarakat yang plural, yaitu 

masyarakat yang hidup dengan segala perbedaan. Masyarakat multikultural 

adalah masyarakat yang mampu menampung seluruh perbedaan yang ada 

secara sama, sehingga mampu membentuk integrasi sosial yang baik di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

 



23 
 

C. Kerangka Pikir 

 

 

Film Upin dan Ipin merupakan salah satu film yang bertujuan mendidik anak-

anak yang menyaksikannya. Film Upin dan Ipin yang berjudul Gong Xi Fa 

Cai menceritakan tentang hari besar etnis Cina yang hidup di Malaysia. Pada 

film Upin dan Ipin yang berjudul Gong Xi Fa Cai ini karakter tiap-tiap tokoh 

yang berperan di dalamnya ditonjolkan secara lebih jelas sebagai simbol 

identitas yang ada di Malaysia. 

Tokoh-tokoh yang berperan dalam film ini merupakan bentuk representasi 

identitas dan multikulturalisme kehidupan yang ada di Malaysia. Tiap-tiap 

tokoh diperankan oleh etnis yang berbeda yang kemudian dibuat sedemikian 

rupa sehingga menunjukkan politik identitas dan multikulturalisme yang 

terjadi di Malaysia. 

Karakter tokoh-tokoh yang terdiri dari berbagai etnis yang ada dalam film 

Upin dan Ipin dicirikan dengan simbol-simbol sesuai dengan etnis tiap 

tokohnya. Seperti Upin dan Ipin yang beretniskan melayu disimbolkan 

dengan pakaiannya dan gaya bicaranya yang melayu. Jarjit yang beretniskan 

India disimbolkan dengan gaya bicaranya yang sedikit besar khas orang India 

jika berbicara. Mei-mei yang beretniskan Cina disimbolkan dengan gaya 

berpakaiannya dan bicaranya yang seperti orang Cina pada umumnya. Dalam 

kesehariannya pun mereka berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan 

etnis mereka masing-masing. 
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Berdasarkan karakter dan simbol-simbol yang ada pada film ini yang 

kemudian didukung dengan ide cerita yang sangat kuat dengan identitas dan 

multikulturalisme yang terjadi, maka film ini sangat pantas untuk mendukung 

penelitian ini. Semua yang ada dalam film ini ditafsirkan sebagai realitas 

kehidupan politik identitas dan multikulturalime yang ada di Malaysia. 
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